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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 
 
 

 

Tahun Sidang : 2019-2020 

Masa Persidangan : I 

Rapat  ke- : 17 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan: 

1. Direktur Utama Perum Perhutani; 

2. Direktur Utama Inhutani I s.d. V.  

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari/Tanggal           : Senin, 2 Desember 2019 

Waktu : 10.35 s.d. 16.20 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)                                           

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 

Acara : Membahas:  

1. Prospek pengembangan usaha karet, kopi, dan komoditas lainnya  

    oleh Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V; dan 

2. Lain-lain. 

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua  Komisi  IV DPR RI/F.PDIP),   dilanjutkan   oleh  

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/ 

F.NasDem). 

Sekretaris Rapat 

Hadir      

: 

: 

Drs. Budi Kuntaryo 

A. 34 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI 

B. Hadir Pemerintah: 

1. Denaldy Mulino Mauna, S.E., M.H., M.B.A., M.S. (Direktur 

Utama Perum Perhutani); 

2. Agus Setya Prastawa (Direktur Utama PT Inhutani I); 

3. Pramusti Indrascaryo (Direktur Utama PT Inhutani II); 

4. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III); 

5. Ir. Ahmad Ibrahim, M.Sc.  (Direktur Utama PT Inhutani IV); 

6. Ir. Natalas Anis Harjanto, M.Sc.  (Direktur Utama PT 

Inhutani V). 
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I. PENDAHULUAN  

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum 

Perhutani dan Direktur Utama Inhutani I s.d. V membahas Prospek 

pengembangan usaha karet, kopi, dan komoditas lainnya oleh Perum Perhutani 

dan PT Inhutani I s.d. V dan lain-lain, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua 

Rapat, Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan prospek pengembangan usaha Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan yang dilakukan oleh Perum 
Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong 
agar Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V selaku Perusahaan BUMN 
dapat terus meningkatkan kinerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam 
menjaga dan mengelola aset negara, dengan terus melakukan upaya 
pengembangan usaha HHBK dan Jasa Lingkungan. 

2. Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V 
terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam 
rangka mendapatkan alternatif solusi atas permasalahan perusahaan, antara 
lain perambahan di dalam dan di sekitar kawasan hutan, pelaksanaan 
pembayaran kewajiban perusahaan (baik PNBP maupun PBB), dan 
permasalahan lainnya. 

3. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V agar 
terus meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha HHBK dan Jasa 
Lingkungan dengan pola Perhutanan sosial dengan tetap mengedepankan 
pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberian akses legal kepada 
msyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan. 

4. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V agar 
terus meningkatkan pelaksanaan pengamanan kawasan hutan dan mencari 
solusi terbaik atas permasalahan perambahan kawasan hutan oleh korporasi, 
masyarakat perorangan, dan institusi pemerintah yang tidak memiliki 
kewenangan. 

5. Komisi IV DPR RI akan kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat 
dengan Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V dengan menghadirkan mitra 
Pemerintah terkait dalam rangka menindaklanjuti dan mendapatkan alternatif 
solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing unit 
usaha. 

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
agar mulai Tahun Anggaran 2020 dapat memberikan kesempatan kepada 
Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V untuk menjadi mitra kerja dalam 
melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

7. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V untuk 
memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 
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8. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik untuk melihat 
secara langsung permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi lestari oleh 
Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V.  

9. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani agar melakukan pendalaman 
terkait pengembangan usaha biomassa bersama dengan institusi terkait. 

                                                                                                                                                                                                                                                            
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 16.20 WIB. 

 

 

Komisi IV DPR RI 

Ketua Rapat, 

 

Ttd. 

 

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. 

A-375 
 

Direktur Utama Perum Perhutani, 

 

 
Ttd. 

 
 

Denaldy Mulino Mauna, S.E., M.H., 

M.B.A., M.S. 

 

Direktur Utama PT Inhutani I, 

 

 

Ttd. 
 
 

Agus Setya Prastawa 

 

 

 

Direktur Utama PT Inhutani II, 

 

 

Ttd. 

 

 

Pramusti Indrascaryo 

 

 

Direktur Utama PT Inhutani III,  

 

 
Ttd.  

 
 

Ir. B. M. Setio Baskoro 

 

Direktur Utama PT Inhutani IV, 

 

 

Ttd. 
 
 

Ir. Ahmad Ibrahim, M.Sc. 

 

 

 

 

Direktur Utama PT Inhutani V, 

 

 

Ttd. 

 

Ir. Natalas Anis Harjanto, M.Sc. 

 

 

 


